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Jawaban Permohonan
Informasi Publik

Kepada
Yth Kesatuan Nelayan Traditional

Indonesia
JI. Yusuf Adiwinata Nomor 33,
Menteng, Jakarta Pusat

Sehubungan dengan permohonan informasi publik yang Saudara

ajukan secara online melalui Portal Pejabat Pengelola Informasi dan

Ookumentasi (PPIO) Provinsi OKI Jakarta (http://ppid.jakarta.go.id) pada

tanggal 19 Oesember 2018 perihal Permohonan Informasi Publik (formulir

terlampir), maka sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016

tentang Layanan Informasi Publik pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) bahwa PPIO

memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban Perangkat

Oaerah atas setiap permohonan informasi publik.

Sesuai hasil koordinasi dengan PPIO Biro Umum dan Biro Hukum

Setda Provinsi OKI Jakarta peri hal permohonan informasi publik tersebut,

maka kami lampirkan Surat Gubernur Provinsi OKI Jakarta dengan rincian

sebagai berikut:

1) Surat Gubernur Provinsi OKI Jakarta yang ditujukan Kepada Oirektur

Utama PT Kawasan Ekonomi Khusus Marunda Jakarta dengan Nomor

1037/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 perihal Pencabutan Surat

Gubernur Tanggal 21 September 2012 Nomor 1282/-1.794.2 dan Surat

Gubernur tanggal18 Februari 2015 Nomor 188/-1.794.2;

2) Surat Gubernur Provinsi OKI Jakarta yang ditujukan Kepada Oirektur

Utama PT Jakarta Propertindo dengan Nomor 1038/-1.794.2 tanggal 6

September 2018 perihal Pencabutan Surat Gubernur tanggal 21

September 2012 Nomor 1281/-1.794.2;

3) Surat Gubernur Provinsi OKI Jakarta yang ditujukan Kepada Oirektur PT

Kapuk Naga Indah dengan Nomor 1039/-1.794.2 tanggal 6 September

2018 perihal Pencabutan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012

Nomor 1289/-1.794.2;

4) Surat Gubernur Provinsi OKI Jakarta yang ditujukan Kepada Oirektur

Utama PT Manggala Krida yudha dengan Nomor 1040/-1.794.2 tanggal 6

September 2018 -perihal Pencabutan Surat Gubernur tanggal 21

September 2012 Nomor 1283/-1.794.2;



5) Surat Gubernur Provinsi OKI Jakarta yang ditujukan Kepada Oirektur

Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk dengan Nomor 1041/-1.794.2

tanggal 6 September 2018 perihal Pencabutan Surat Gubernur Provinsi

Oaerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal21 September 2012 Nomor 1276/-

1.794.2 dan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1296/-

1.794.2 dan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1275/-

1.794.2;

Oemikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami

ucapkan terima kasih.
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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

1037/-1.794.2 Jakarta, 6 September 2018

Kepada
Pencabutan surat Gubernur tanggal
21 September 2012 Nomor 1282/
-1.794.2 dan surat Gubernur tanggal
18 Februari 2015 Nomor 188/-1.7942

Yth. Direktur Utama PT Kawasan
Ekonomi Khusus Marunda Jakarta
Menara iCB-Bumiputra Lt. 8
Jalan Probolinggo No. 18
Kota Administrasi Jakarta Pusat

Sehubungan dengan Surat Gubernur Provinsi OKI Jakarta tanggal
21 September 2012 Nomor 1282/-1.794.2 hal Persetujuan Prinsip Reklamasi
Pulau P dan Pulau 0 atas nama PT Kawasan Ekonomi Khusus Marunda Jakarta
sebagaimana telah diperpanjang dengan surat Gubernur Provinsi OKI Jakarta
kepada Kawasan Ekonomi Khusus Marunda Jakarta tanggal 18 Februari 2015
Nomor 188/-1.794.2, denqan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Surat Gubernur Provinsi OKI Jakarta kepada Oirektur Utama
PT Kawasan Ekonomi Khusus Marunda Jakarta tanggal 21 September 2012
Nomor 1282/-1.794.2 hal Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau P dan Pulau 0
atas nama PT Kawasan Ekonomi Khusus Marunda Jakarta sebagaimana
telah diperpanjang dengan surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada
Kawasan Ekonomi Khusus Marunda Jakarta tanggal 18 Februari 2015
Nomor 188/-1.794.2, pad a prinsipnya telah disetujui dalam pengembangan
reklamasi pulau dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam surat
persetujuan prinsip tersebut.

2. Setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap dokumen persetujuan
prinsip sebagaimana tersebut pada angka 1 dan telah dilakukan peninjauan
lapangan terhadap lokasi persetujuan prinsip, diketahui bahwa :

a. masa berlaku persetujuan prinsip telah terlampaui;

b. proses perizinan serta semua ketentuan dalam persetujuan prinsip
tersebut belum selesai; dan

c. kondisi di lapangan masih belum ada proses pekerjaan pengurukan dan
belum ada bentukan pulau reklarnasi,

3. Berkenaan dengan hal tersebut, maka :

a. surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1282/-1.794.2 hal
Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau P dan Pulau Q atas nama
PT Kawasan Ekonomi Khusus Marunda Jakarta; dan

.j
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b. surat Gubernur Provinsi OKI Jakarta kepada Kawasan Ekonomi Khusus
Marunda Jakarta tanggal 18 Februari 2015 Nomor 188/-1.794.2 hal
Perpanjangan Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau P dan Pulau Q atas
nama PT Kawasan Ekonomi Khusus Marunda Jakarta,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Oemikian disampaikan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

JGubernur Provinsi Daerah Khusus t
Ibukot Jakarta,

Tembusan:

1. Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Sekda Provinsi OKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi OKI Jakarta
4. PIt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah

Provinsi OKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Oaerah Provinsi OKI Jakarta
6. Kepaia Oinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

Provinsi OKI Jakarta
7. Kepala Oinas Lingkungan Hidup Provinsi OKI Jakarta
8. Kepala Oinas Bina Marga Provinsi OKI Jakarta
9. Kepala Oinas Perhubungan Provinsi OKI Jakarta
10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup

Setda Provinsi OKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi OKI Jakarta



Nomor
Sifat
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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

1038/-1.794.2 Jakarta 6 September 2018,

Pencabutan Surat Gubernur
tanggal 21 September 2012
Nomor 1281/-1.794.2

Kepada

Yth. Oirektur Utama PT Jakarta
Propertindo
Menteng Office Park Lt. 8
Jalan Probolinggo No. 18
Kota Administrasi Jakarta Pusat

Sehubungan dengan Surat Gubernur Provinsi OKI Jakarta kepada Oirektur
Utama PT Jakarta Propertindo tanggal 21 September 2012 Nomor 1281/-1.794.2 hal
Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau 0 atas nama PT Jakarta Propertindo, dengan
ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Surat Gubernur Provinsi OKI Jakarta kepada Oirektur Utama
PT Jakarta Propertindo tanggal 21 September 2012 Nomor 1281/-1.794.2 hal
Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau 0 atas nama PT Jakarta Propertindo, pada
prinsipnya telah disetujui dalam pengembangan reklamasi pulau dengan
ketentuan sebagaimana tertuang dalam surat persetujuan prinsip tersebut.

2. Setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap dokumen persetujuan prinsip
sebagaimana tersebut pada angka 1 dan telah dilakukan peninjauan lapangan
terhadap lokasi persetujuan prinsip, diketahui bahwa :

a. masa berlaku persetujuan prinsip telah terlampaui;

b. proses perizinan serta semua ketentuan dalam persetujuan prinsip tersebut
belum selesai; dan

c. kondisi di lapangan masih belum ada proses pekerjaan pengurukan dan belum
ada bentukan pulau reklamasi.

3. Berkenaan dengan hal tersebut, maka surat Gubernur tanggal 21 September 2012
Nomor 1281/-1.794.2 hal Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau 0 atas nama
PT Jakarta Propertindo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Oemikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi OKI Jakarta
Inspektur Provinsi OKI Jakarta
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi OKI Jakarta
Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi OKI Jakarta
Kepala Dinas Cipta Karya, T ata Ruang dan Pertanahan Provinsi OK! Jakarta
Kepala Oinas Lingkungan Hidup Provinsi OKI Jakarta
Kepala Dinas Bina Marga Provinsi OKI Jakarta
Kepala Oinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi OKI Jakarta
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi OKI Jakarta



Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

GUBER.NUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

1039/-1. 79L~.2 Jakarta, 6 September 2018

Pencabutan Surat Gubernur
tanggal 21 September 2012
Nomor 1289/-1 .794.2

Kepada

Yth. Oirektur PT Kapuk Naga Indah
Jalan Pantai Indah Barat, Pantai
Indah Kapuk
Kota Administrasi Jakarta Utara

Sehubungan dengan Surat Gubernur Provinsi OKI Jakarta tanggal 21
September 2012 Nomor 1289/-1.794.2 hal Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau A
dan Pulau B atas nama PT Kapuk Naga Indah, dengan ini disampaikan hal sebagai
berikut:

1. Bahwa sesuai surat Gubernur Provinsi OKI Jakarta tanggal 21 September 2012
Nomor 1289/-1.794.2 hal Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau A dan Pulau B atas
nama PT Kapuk Naga Indah, pada prinsipnya telah disetujui dalam
pengembangan reklamasi pulau dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam
surat persetujuan prinsip tersebut.

2. Setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap dokumen persetujuan prinsip
sebagaimana tersebut pada angka 1 dan telah dilakukan peninjauan lapangan
terhadap lokasi persetujuan prinsip, diketahui bahwa :

a. masa berlaku persetujuan prinsip telah terlampaui;

b. proses perizinan serta semua ketentuan dalam persetujuan prinsip tersebut
belum selesai; dan

c. kondisi di lapangan masih belum ada proses pekerjaan pengurukan dan belum
ada bentukan pulau reklamasi.

3. Berkenaan dengan hal tersebut, maka surat Gubernur tanggal21 September 2012
Nomor 1289/-1.794.2 hal Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau A dan Pulau B atas
nama PT Kapuk Naga Indah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Oemikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

-vGubernur Provi si Oaerah Khusus 1
Ibukot Jakarta, r

Tembusan:

1.
2.

.3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi OKI Jakarta
Inspektur Provinsi OKI Jakarta
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah Provinsi OKI Jakarta
Kepala Badan Pengelola Aset Oaerah Provinsi OKI Jakarta
Kepala Oinas Cipta Karya, T ata Ruang dan Pertanahan Provinsi OKI Jakarta
Kepala Oinas Lingkungan Hidup Provinsi OKI Jakarta .
Kepala Dinas Bina Marga Provinsi OKI Jakarta
Kepala Oinas Perhubungan Provinsi OKI Jakarta
Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi OKI Jakarta
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi OKI Jakarta



Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA.

1040/--1.794.2 Jakarta, 6 September 2018

Kepada
Pencabutan Surat Gubernur
tanggal 21 September 2012
Nomor 1283/-1.794.2

Yth. Oirektur Utama
PT Manggaia Krida Yudha
Jalan Gunung Sahari IV No.1
Kota Administrasi Jakarta Pusat

Sehubungan dengan Surat Gubernur Provinsi OKI Jakarta tanggal 21
September 2012 Nomor 1283/1.794.2 perihal Persetujuan Prinsip Reklamasi
Pulau Matas nama PT Manggala Krida Yudha serta untuk menindaklanjuti
hasil Rapat Pimpinan (Rapim) Badan Koordinasi Penataan Ruang Oaerah
tanggal 9 Agustus 2018 membahas Progres Verifikasi Awal Penyelenggaraan
Reklamasi Pantai Utara Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Surat Gubernur Provinsi OKI Jakarta tanggal 21 September
2012 Nomor 1283/-1.794.2 perihal Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau M
atas nama PT Manggala Krida Yudha, pada prinsipnya telah disetujui
dalam pengembangan reklamasi pulau dengan ketentuan sebagaimana
tertuang dalam surat persetujuan prinsip tersebut.

2. Setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap dokumen persetujuan
prinsip sebagaimana tersebut pada angka 1 dan telah dilakukan peninjauan
lapangan terhadap lokasi persetujuan prinsip, diketahui bahwa :

a. masa berlaku persetujuan prinsip telah terlampaui;

b. proses perizinan serta semua ketentuan dalam persetujuan prinsip
tersebut belum selesai; dan

C. kondisi di lapangan masih belum ada proses pekerjaan pengurukan dan
beium ada bentukan pulau reklamasi.

3. Berkenaan dengan hal tersebut, maka surat Gubernur tanggal 21
September 2012 Nomor 1283/-1.794.2 perihal Persetujuan Prinsip
Reklamasi Pulau Matas nama PT Manggala Krida Yudha, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

t



2

4. Oengan dicabutnya surat Gubernur sebagaimana tersebut pada angka 1,
serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perjanjian Kerja
Sama Pengembangan Proyek Reklamasi Ancol Timur Sub Unit Planning
13 Sub Kawasan Tengah Nomor 219/02-0Al1997 - No. 002/0Al MKYBP/IXl97
tanggal 16 September 1997 dan sesuai ketentuan Pasal 1381 Kitab
Undang-Undang Reklamasi Ancol Timur Sub Unit Planning 13 Sub
Kawasan Tengah Nomor 219/o2-0A/1997 - No. 002/0A/MKY-BP/IX/97
dinyatakan berakhir karena lewatnya waktu dan tidak ada perpanjangan
atas perjanjian tersebut.

Oemikian disampaikan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

VGubernur Provinsi Oaerah Khusus r
Ibuko Jakarta,

Tembusan:

1. Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi OKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi OKI Jakarta
4. PIt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah Provinsi OKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Oaerah Provinsi OKI Jakarta
6. Kepala Oinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi OKI Jakarta
7. Kepala Oinas Lingkungan Hidup Provinsi OKI Jakarta
8. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi OKI Jakarta
9. Kepala Oinas Perhubungan Provinsi OKI Jakarta

10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi OKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi OKI Jakarta



Nomor
Sifat
Larnpiran
Hal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

1041/-1.794.2 Jakarta, 6 September 2018

Kepada
Pencabutan Surat Gubernur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal
21 September 2012 Nomor 1276/-1.
794.2 dan surat Gubernur tanggal
21 September 2012 Nomor 1296/
-1.794.2 dan surat Gubernur tanggal
21 September 2012 Nomor 1275/-1.794.2

Yth. Direktur Utama
PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk
Ecovention Building
Jalan Lodan Timur Nomor 7,
Taman Impian Jaya Ancol,
Kota Administrasi Jakarta Utara

di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta tanggal21 September 2012 Nomor 1275/-1.794.2, Nomor 1276/-1.794.2
dan Nomor 1296/-1.794.2 hal Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau I, Pulau J dan
Pulau L atas nama PT Pembangunan Jaya Ancol, serta untuk menindaklanjuti
hasil Rapat Pimpinan (Rapim) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah tanggal
9 Agustus 2018 membahas terkait Progres Verifikasi Awal Penyelenggaraan
Reklamasi Pantai Utara Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai surat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal
21 September 2012 Nomor 1275/-1.794.2, Nomor 1276/-1.794.2 dan Nomor
1296/-1.794.2 hal Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau I, Pulau J dan Pulau L
atas nama PT Pembangunan Jaya Ancol, pad a prinsipnya telah disetujui dalam
pengembangan reklamasi pulau dengan ketentuan sebagaimana tertuang
dalam surat persetujuan prinsip tersebut.

2. Setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap dokumen persetujuan
prinsip sebagaimana tersebut pad a angka 1 dan telah dilakukan peninjauan
lapangan terhadap lokasi persetujuan prinsip, diketahui bahwa :

a. masa berlaku persetujuan prinsip telah terlampaui;

b. proses perizinan serta semua ketentuan dalam persetujuan prinsip tersebut
belum selesai; dan

c. kondisi di lapangan masih belum ada proses pekerjaan pengurukan dan
belum ada bentukan pulau reklamasi.

3. Berkenaan dengan hal tersebut, maka :

a. surat Gubernur tanqqal 21 September 2012 Nomor 1275/-1.794.2 hal
Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau I atas nama PT Pembangunan Jaya
Ancol;



Tembusan:

2

b. surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1276/-1.794.2 hal
Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau J atas nama PT Pembangunan Jaya
Ancol; dan

c. surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1296/-1.794.2 hal
Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau L atas nama PT Pembangunan Jaya
Ancol,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

't,/Gubernur Provinsi Daerah Khusus r
Ibukota Jakarta,

1. Sekretaris Daerah Provinsi OKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi OKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi OKI Jakarta
4. PIt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah Provinsi OKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Oaerah Provinsi OKI Jakarta
6. Kepala Oinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi OKI Jakarta
7. Kepala Oinas Lingkungan Hidup Provinsi OKI Jakarta
8. Kepala Oinas Bina Marga Provinsi OKI Jakarta
9. Kepala Oinas Perhubungan Provinsi OKI Jakarta

10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi OKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukurn Setda Provinsi OKI Jakarta
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